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PANDEMI COVID-19 MEMBERIKAN EFEK DOMINO PADA ASPEK
SOSIAL, EKONOMI, DAN KEUANGAN

KESEHATAN SOSIAL EKONOMI

Penyebaran COVID-19 yang mudah,
cepat, dan luas menciptakan krisis
kesehatan dengan belum
ditemukannya vaksin, obat, serta

Langkah untuk flattening Kinerja e_konomi menurun tajam: Volatilitas dan gejolak sektor keuangan
the curve dari cepat dan konsumsi terganggu, investasi dirasakan seketika sejak wabah muncul
luasnya penularan terhambat, ekspor-impor

seiring dengan turunnya investor
terkontraksi. Pertumbuhan ekonomi & &

memiliki konsekuensi ) confidence dan terjadinya flight to
. melambat/menurun tajam
keterbatasan alat dan tenaga medis. pada: berhentinya aktivitas / J quality

. $ P
ekonomi yang menyerap ¥ R . o _
. ; 0] Disamping itu, sektor keuangan juga
ﬁ E:Etaogftaegjfe(:llz(f;ﬁgal \ terdampak melalui kanal menurunnya
sektor’—sektorinformal I I:I . kinerja sektor riil, di mana NPL,
' ] profitabilitas dan solvabilitas perusahaan

mengalami tekanan.

o e




COVID-19 MERUBAH ARAH PEREKONOMIAN SECARA DRASTIS DI

TAHUN 2020

Pertumbuhan PDB Negaildegara (%, yoy)
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Aktivitasekonomi HargaKomoditasturun Volatilitassektor
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akanturun -13%sd-32%
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COVID-19 MEMBERI ANCAMAN PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

DARI SISI KONSUMSI DAN SISI DUNIA USAHA

PertumbuhanEkonomi 2 970/ TerdampaklehpandemiCOVIEL9 yangnenghentikarsebagiarbesar
Indonesia Q12020 J 0 aktivitasekonomi

SisiKonsumsi (Demand) SisiDunia Usaha (Suppl

Sharethd Pertumbuhan Pertumbuhan Sharethd  Pertumbuhan Pertumbuhan
PDB Q1-2020 PDB ) i
| 01-2019 Q1-2020 Q1-2019
o PRT 59.4% 2 7% 5 30 Manufaktur 20,0% 2,1% 3,9%
Perdagangan 13,2% 1,6% 5,2%
InvestasiPMTB 0 0 0

I 31,9% 1,7% 5,0% Transportasi 5,2% 1,3% 5,5%
GKonspemerintah 6,5% 3,7% 5,2% ':\/Ikaormr?daSI& 2,8% 2,0% 5,9%
Pertanian 12,8% 0,0% 1,8%

XEkspor 17,4% 0,2% -1,6%
Pertambangan 6,8% 0,4% 2,3%

M impor -17,6% -2,2% -7,5% Konstruksi 10,7% 2,9% 5,9%



KOREKSI PERTUMBUHAN EKONOMI AKAN MENIMBULKAN
PENINGKATAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

Pertumbuhan Pemutusan : Masyarakat
: hubungan kerja e
ekonomi Miskin
& pengangguran

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 Potensidampaksosialpenurunanpertumbuhan

Sebelum COVID-19 5,3% Kemiskinan 9,15% 10,56% 9,59%

(APBN 2020) (+3,78jt orang) (+1,16jt orang)

0 0 0
0,4% 2,3% oo S,18% 99250 1,337

: : Baseline _ _
Skenario Skenario Sebelum Skenario Skenario

Sangat Berat Berat COVID-19 Sangat Berat Berat

Sesudah COVID-19

* Eskalasi COVID-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam harus dimitigasi dampaknya pada kesejahteraan masyarakat —melalui
kebijakan extraordinary

* Dengan berbagai langkah extraordinary, Pemerintah berupaya menjaga agar pertumbuhan dan dampak kesejahteraan tidak menuju
skenario sangat berat



KEBIJAKAN FISKAL
SISI DEMAND DAN SISI SUPPLY

U NTU K M E NAN GAN I KEMENTERIAN KEUANGAN
DAMPAK PANDEMI REPUBLIK INDONESIA




PENANGANAN SISI DEMAND

Menjaga
Konsumsi

Percepatan dan Penguatan
Subsiddan Bansos untuk Masy.
Miskin dan Rentan Miskin

V Tambahan sembako
V Tambahan kartu prierja
V Pembebasan tarif listrik

V Penambahan penyaluran
Program Keluarga Harapan

Perluasarstimuluskonsumsi
denganfokusKelagvienengah
(pariwisatgrestoran
transportasi, di

Mendorong
Investasi

Insentif pajak

Insentif kepabeanan dan cukai
Memberi kelonggaran
persyaratan
kredit/pembiayaan/pendanaan
bagi UMKM

Memberikan keringanan
pembayaran bagi UMKM

Ekspor- Impor

Insentif pajak
Insentif kepabeanan dan cukai

Penyederhanaan & pengurangal
jumlah Larangan & Pembatasan
(Lartas) ekspor impor

Percepatan proses eksponpor
untuk Reputable Traders.

Peningkatan & percepatan
layanan ekspempor dan
pengawasan melalui National
Logistic Ecosystem (NLE)



PENANGANAN DUNIA USAHA
Dukungan untuk UMKM, BUMN dan Korporasi

»

DUKUNGAN UNTUK DUNIA USAHA

f

BUMN KORPORASI
ASubsidibunga APMNke BUMN Alnsentifperpajakanduniausaha
Alnsentif perpajakan(PPh APembayararkompensasi (pembebasarPPhpasal22
pasal21 DPTPPHfinal ATaIangar(investas)modalkerja Impor, Pengurangaangsuran
UMKM DTP) ADuI_<ung_ardaIambentukIain: PPhpasal25 sebesaB0%,
APenjaminanuntuk kredit optimalisasBMN,pelunasan pengembaliarpendahuluan
) tagihan loss limitpenjaminan PPN)
modal kerja baru U_MK_M penjaminarpemerintah APenurunartarif PPhBadan
a. ImbalJasaPenjaminan pembayaranalangartanah APenempatardanaPemerintah
b. Cadangan ProyekStrategidNasional (PSN) di Perbankamalamrangka

restrukturisasdebitur UMKM



BESARAN DUKUNGAN APBN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI 2020

KEBIJAKAN FISKAL

K/L dan Pemda: prioritas
anggaran ke kegiatan

Menjaga daya beli masyarakat dan
penanganan COVID-19

kemudahan ekspor dan impor:

? * Stimulus Fiskal

: * Stimulus Non Fiskal
Rplgo T Penghematan * Kebijakan di Sektor Keuangan
Rp55 T Realokasi Belanja ?

o

Refocusing &

Realokasi Anggaran Rp8’5 T Rp22’5 T Rp405,1 T

(o) (o)
Penguatan ekonomi domestik Penyelamatan kesehatan dan perekonomian
melalui: nasional & menjaga stabilitas keuangan
Percepatan belanja & kebijakan (melalui Perppu No.1 Tahun 2020)
mendorong padat karya * Kebijakan Keuangan Negara (kesehatan,
Stimulus belanja social safety net, dukungan dunia usaha +
dukungan pembiayaan pemulihan
ekonomi)

* Kebijakan di Sektor Keuangan



BESARAN DUKUNGAN APBN MELALUI STIMULUS FISKAL TAHAP |

DAN Il (SEBELUM PERPRES 54/ 2020)

StimulusJilid| StimulusJilidll
RpP8,5T Rp22,5T

- W Insentif PPh 21 DTP 19 Restitusi PPN
| | | - sektor selama 6 bulan dipercepat
Ul S
Tambahan Indeks Kartu Stimulus pariwisata dan
Sembako Rp50rbselama  dukungan pariwisata Rp8 O T+ Rpl B 1w
bulan daerah ’ :
Relaksasi Relaksasi
PPh pasal 25 PPh impor pasal 22
rpd, 6 T Rp3,9 T*
*Anggaran bersumber dari realokasi Rp4, 2 T* Rp8 ’ 2 T*

**Insentif perpajakan

12



STIMULUS FISKAL UNTUK PENANGANAN COVID-19
(PERPRES 54/2020 TURUNAN PERPPU 1/2020)

Stimulus Il untuk mitigasi COVID-19 dan Dampaknya

Jaringan Dukungan
Kesehatan 75 T Pengaman 110 T Dunia 220'1 T
Sosial Usaha

. Tambahan Jaring Pengaman Sosil Insentif PPh Pasal 21 « Program Penundaan

(sembako, kartu pra kerja, PKH, perorangan, PPh Cicilan Pokok dan/atau
pembebasan tarif listik) Final UMKM, PPh 22 Bunga + Subsidi Bunga

Impor Tidak Langsung untuk
Cadangan untuk pemenuhan . UMKM
kebutuhan pokok dan operasi Percepatan restitusi
pasar/logistik PPN

* Bantuaniuran penyesuaian
tarif BPJS

Insentif tenaga medis dan
daerah untuk 6 bulan

Program lainnya (seperti

_ . program pembiayaan
prasaranadkesehatan, cth. Penyesuaian anggaran Pendidikan Pengurangpall;lh o5 modal kerja melalui
APD, rapid test - angsuran e

p untuk penanganan Cowtid e penjaminan)

¥ A ' 1 ! 1

Perpres No.54Tahun2020  Perpres No. 54 Tahun 2020 BEgiey 25650 PP No. 23 Tahun 2020

Belanja sarana dan




v STIMULUSPERFAJAKAN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN COVII®

* PembebasanPPHuntuk honor
tenaga medis tertentu

PPN DTPpenyediaan obat-obatan
dan alkes

PPNtidak dipungut untuk Barang
KenaPajak/Jasa Kena Pajak tertentu PPh21 DTPuntuk masyarakatdengan
untuk penangananCovid-19 penghasilandi bawah Rp200juta/tahun

 Penguranganangsuran <« FasilitasBMDTP
pajak pph 25 .

Percepatanpenurunan
* PembebasanPPh22 Tarif PPH Badandari 25%
impor menjadi 22%

 Relaksasirestitusi * FasilitasPPhuntuk UMKM



SELAIN BELANJA, DUKUNGAN APBN JUGA DALAM BENTUK

PEMBIAYAAN

BelanjaNegara Pembiayaan

1.

Dukungan konsumsi (bansos / subsidi )
A memberikan perlindungan bagi
masyarakat miskin dan rentan dari risiko
sosialekonomi (PKH,Kartu sembako, Kartu
PraKerja, Diskontarif listrik,Bansos
Jabodetabek Bansostunai non Jabodetabek
dan logistic/pangan)

Dukungan Pajak A insentif fiskal PPh
pasal 21 DTP,PPhfinal UMKM DTP,BM DTP

Subsidi Bunga kredit A untuk
meringankan beban pelaku usahaterdampak
Covid-19 melalui penundaan angsuran dan
subsidibunga. dan imbal jasa penjaminan
untuk modal kerja UMKM

Pembayaran Kompensasi A untuk
menjaga kondisi keuangan BUMNSsektor
strategis agar optimal dalam memberikan
layanan

1.

3.

Penyertaan Modal Negara
(PMN)A memeperbaikistruktur
permodalan BUMN yang
terdampak dan penugasan
khusus dalam program PEN

Penempatan dana
pemerintah pada Perbankan
yang melakukanrestrukturisasi

Penjaminan untuk kredit
modal kerja baru bagi UMKM

Talangan (investasi ) untuk
modal kerja kepadaPT
Garuda, Perumnas KAI, PTPN,
BULOG, dan KS

TambahanbelanjaK/L &Sektoral

» Pariwisata A diskon tiket pesawat ke
destinasi wisata, serta insentif pajak
hotel/restoran

 Perumahan A subsidibungadan bantuan
uang muka untuk MBR

« Stimulus untuk penguatan aggregate
demand (dukungan sektor pariwisata,
voucer makanan melalui online)

Dukunganuntuk Pemda

Pemanfaatan DAK Fisik untuk pembangunan

Kompensasi pembebasan pajak hotel dan
restoran

3. Penyediaan tambahan Dana Insentif Daerah
untuk pemulihan ekonomi

4. Penyediaan fasilitas pinjaman program



DESAIN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 2020

Skenario
Dampak
Ekonomi

Desain
Respon
Kebijakan

Severe pandemic

UpayaKesehatan, Physical Distancing (tight to relaxed)

Q2

Recovery Starts

Q3 Q4

BaselineDampak¢
Produksi

- Pariwisataerhenti (transportasj akomodasimakan& minumar)
- Perdagangamenuruntajam
- Manufakturterganggu

- Aktivitaspariwisatamulaihidup kembali
- Perdagangameningkat
- Manufakturkembaliberaktivitas

BaselineDampak¢
Konsumsi

- PSBBnenurunkankonsumsimasyarakasecarasignifikanbaik
informalmaupunformal

- Aktivitaskonsumsiberangsumeningkatelektronik pakaianrestoran
hotel, pariwisata transportasj dll)

- KemiskinardanPenganggurameningkatajam (terutamasektorinformal) -

Pengangguradankemiskinanmulaimembaik

Stimulus Konsumsi

PercepatamanpenguatarSubsididan Bansos untuk Masy. Miskin dz
Rentan Miskin (tambahan sembako, tambahan kartuk@ga,
pembebasan tarif listrik, penambahan penyaluran PKH)

- Perluasarstimuluskonsumsidenganfokus KelasMenengah(pariwisata
restoran transportasi, di

Stimulus Usaha

Ultra Mikro dan UMKM

- Penundaan pokok dan bungdMKM dan UMi
- Subsidi Bunga Kredit UMKM dan UMi

- Insentifperpajakaruntuk UMKM

- PenjaminarKreditModal KerjaUMKM

- DID

Jump StartSektorUsaha

- PenjaminarKreditModalKerjaUMKM

- PenyalurarKreditModalKerjaBUMN

- Penempatan Dana di Perbankan yaeglampak
restrukturisaskredit

- Investasi Pemerintah (PMN) ke BUMN

Industri dan BUMN

- Insentifperpajakanuntuk industri

- DanaTalangaike BUMN

- PenyalurarKreditModalKerjaBUMN

- Penempataana dPerbankaryangterdampakrestrukturisaskredit
- Danadukungaruntuk B-30

- DanalnsentifDaerah (DID)
- Danadukunganuntuk B-30




PERKEMBANGAN DAN
TANTANGAN KEBIJAKAN
PERPAJAKAN
JANGKA MEN ENGAH REPUBLIKINDONESIA




KINERJA PENERIMAAN PERPAJAKAN

Terdapat tren perlemahan pertumbuhan perpajakan dengan pertumbuhan pajak di sektor tersier

Perkembangan Penerimaan dan Pertumbuhan Perpajakan

2.000 30
.518, 1.546,1 o5
1.500 1.240,4 1.285,0 E—
5 _ I 20
E 1.000 . 15 8
04 10
500 3,6
1,8 5
0 I 0
2015 2016 2017 2018 2019
Unaudited
mmm Pajak Non Migas Bea & Cukai mmm PPh Migas Pertumbuhan
Pertumbuhan Penerimaan (%)
Pajak Non Migas Bea dan Cukai PPh Migas
12,6 13,4 I Penerimaan
11,0 e Pertumbuhan 39.4 28.6
5,8 ' 6,7
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Perkembangan Pertumbuhan Pajak Sektoral

Index
2009=100

400 Tersier
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250 Primer
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A Dalambtahunterakhir penerimaarPerpajakafPPhiNon
migastumbuh rata-rata 7,25%, di manaargakomoditas
masihmempengaruhpertumbuhanpajak

A PenerimaarKepabeanadanCukasebesab,78%
terutamadisumbangcukaiHT

A PPhmigassebesatumbuh -2,23persenseiringdengan
perkembangarhargakomoditasmigas(ICP)

A Pertumbuharpenerimaarpajaksektorprimer dan
sekundemulaimelambat sedangkampenerimaarmajak
sektortersiertumbuh cukuppesat



STRUKTUR PENERIMAAN PAJAK INDONESIA

Sumber penerimaan masih mengendalkan sektor industri, PPh dan PPN merupakan jenis pajak
yang porsinya paling besar

KomposisPenerimaanPerpajakarifahun2015dan 2019 KomposisPajakSektoral
0,5% 2015 4,7% 44%. 2019 30% -
1,60 5% -~
2,8% o 25% -~
@ 20% o # Industri
o ,,/' Perdagangan,
L 15% Konstruksi, <~ Akomodasi
% # Pertanidh Real Esfat”

10% et
o iﬁgﬁ‘]aarﬁ%angan
05% SJafdRgPOrtast o Keuangan

Pem tahan )
el Listrik dan Air

E PPh Non Miga
® PPN dan PPnB

PBB 00%

= Pajak lainnya | 00%  05%  10%  15%  20%  25%  30%
® PPh Migas Kontribusi Pajak

- Dalamb tahunterakhir penerimaarpajakutamanyadisumbang A Perkembangarkontribusi sektoralpajaktidak mengalami

daripenerimaanPPhnon-migag52-57%) dan PPN (312%) perubahanyangsignifikandalam5 tahunterakhir, di mana
. SumbangaPPhmigasmasihcukupsignifikansekitar3-5%, sektorindustrimasihmenjadisektorutama, diikutioleh

namunberfluktuasimengikutiperkembangamargakomoditas , sektorperdagangamiankeuangan

minyakbumidan gas di dunia A Kontribusipajaksektorpertanianrelatifrendahkarena

« PenerimaarPPhnon-migasmasihberbasigpadakorporasidan berbagakebijakarpembebasariPPN

pemungutarfinal A Disisilain,konstribuspajaksektorkonstrukstan real estate
masihdibawahkontribusiPDBnya



KINERJA PERPAJAKAN

Tren penurunan tax ratio, aktivitas perekonomian belum tertangkap sepenuhnya dalam sistem

perpajakan
Tax Buoyancy « Dalambeberapaahunterakhir

2,5 51 pertumbuhanperpajakarselaludi bawah
2,0 ’ pertumbuhanekonominominalsehingga
15 1,4 l terjadipenurunarrasioperpajakan
10— 09 ————68 . + Halini tercerminpadatax buoyancydi
05 ’ 0.5 ’ 0.3 bawahl yangmengindikasikatergerusnya

) . - . ] basisperpajakarkarenatidak mampu

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 menangkagaktivitasperekonomiarriil

(informal dan digitakkonom)

RasioPerpajakanTerhadapPDB  Berdasarkatren, rasioperpajakarakan

12,0 terkoreksikebawah kuranglebin 0,3% per
110 . i tahun
8 4 « Jikatidak adaperubaharkebijakan

M
o 2
§ 10,0 \\fg,M/\“\g,?G peningkatarkepatuhan danekstensifikasi

9.0 y =-0,3160x + 11 %6\ makarasioperpajakarsecaraalamiahakan
’ | | 8,69 terusmenurun

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



BASELINE PERPAJAKAN BARU YANG RELATIF RENDAH (2020)

Penyesuaian baseline perpajakan sebagai respon dari penurunan penerimaan perpajakan dan kondisi
ekonomi yang lemah

Penerimaan Perpajakan dan Rasio Perpajakan Terhadap PDB Pada baselindaru perpajakan(outlook 2020),rasio
perpajakandi kisaran8-9% PDHRBlenganmempertimbangkan
10.4 « PenyesuaiabaselinerealisasP019 darperubahamsumsi
1.400 makroekonomakibatCovid19
1.200 10,0  Stimulusperpajakardanpercepatarimplementasi
c 1.000 o penuruanartarif PPnBadan
= o L . . .
= 800 90 T » Potensrisikodi sektoprperpajakarakibatpenurunan
e 500 < aktifitasekonomiyangmenjadipenyumbangajak
terbesar
400 8,0 ..
* Recoverekonomitidaksecaracepat
200
2015 2016 2017 2018 2019 \__2020 0 RasioPerpajakariTerhadapP DBterus menurunkecualisaat
adaboomingkomoditas(tahun 2013) mengindikasikan
mmmm Perpajakan Tax Ratio (%) Linear ( Tax Ratio (%) ) » Basigajakbelumkuatsehingganemerlukanobjek/ subjek
pajakbaruuntukmeningkatkarpenerimaan
Diperlukanreformasireformasiperpajakanyang » Perlupeningkatarcompliancesecaraerusmenerus
komprehensifuntuk meningkatkantax ratio dalam « Ketergantungapadasektorekonomitertentu (industry)
: « Besarnygorsisektorinformal yangpelummasukke dalam
jangka menegah

sistemperpajakan



DUKUNGAN PEMULIHAN DUNIA USAHA DAN MOMENTUM

REFORMASI STRUKTURAL

Dalam rangka percepatan pemulihan perekonomian nasional

REFORMASI STRUKTURAL:

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING IND

A
O
o
Ketahanan UMKM & 4
Pangan Sektorinformal 2z
- =
- . - \<
Ketahanan Revitalisasi —
( by ) , Manufaktur 3
N Energi J$
= o
Infrastruktur  Pengembangan:= >
o Pariwisata 2= S
'\\)g

OMNIBUS LAW Kemuplahartnerusahapen!ngkatarinvestaai
CIPTA KERJA perbaikampasartenagakerja& Pemberdayaan
UMKM, dukungarriset& inovasi

DukunganinsentiffiskaldiberikanmelaluiBelanjaPerpajakarfTax
Expenditurgpadatahun2018mencapaRp221,1 T (1,49% PDB).
Insentifini diberikankepadabeberapasektortermasukpertaniandan
perikananindustri manufaktursertaUMKM.

=

N

DukungarBagiDuniaUsaha (+ UMKMJalamPeningkatarinvestasi
MendukungPenciptaariapangarkKerja

Iklim Investasi & KegiatanBerusahaa.l. izin berbasisrisika penyederhanaanzin
dasar(ruang lingkungan bangunan dan izin sektor serta kemudahanpersyaratan
investasi

Ketenagakerjaana.l. Upah Minimum, pesangonPHK,waktu kerja, perizinan TKA
Ahli, alih daya ProgramJaminanKehilangarPekerjaan Penghargaamh.ainnya

KemudahanBerusahaa.l. pendiriandanprosesbadanusaha(imigrasi paten, hapus
Izin GangguanhapusWajib DaftarPerusahaan

DukunganRisetdan Inovasia.l. penugasarkhususkepadaBUMN

PengadaanLahanal. bagi pembangunaruntuk kepentinganumum, perlindungan
lahanpertanian

Kawasan Ekonomi a.l. kawasan Ekonomi Khusus dan PerdaganganBebas dan
PelabuhanBebas

Kemudahan Perlindungan & Pemberdayaan UMKM/Koperasi a.l. basis data
tunggal pengelolaarterpadu UMK, mendorong kemitraan
Pemerintahjugasebagasalahsatusumberpenciptaanlapangarkerja

Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Pemerintah dengan
membentuk LembagaSWFkemudahanProyekPemerintah(lahan.

. Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja a.l. NSPKpembatalan

Perda melalui Perpres perizinan secara elektronik pengawasan pelaksanaan
perizinandpt dilakukanoleh profesiahli (bersertifikad.



FOKUS KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA

Dukungan pemulihan ekonomi melalui insentif yang tepat dan peningkatan optimalisasi penerimaan

PENERIMAAN PERPAJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Memberikaninsentiffiskalyanglebih tepat MengelolaSDAsecaraoptimal

Melakukarmrelaksasproseduruntukmempercepat MeningkatarkinerjaBUMNdengan

pemulihanekonominasional mempertimbangkatkesinambungadanmitigasi

Menyempurnakamperaturanperpajakan risiko, meningkatkarprofitabilitasdanlikuiditas
perusahaan

Mengoptimalkarpenerimaarperpajakammelalui
perluasanbasispajak

Melakukanrekstensifikadbarangkenacukai

MeningkatkarkualitadayananP NBRntaralain
penyederhanaaprosedurkecepatanayanan

simplifikasjenisdan/atautarif, sertainovasi
Insentifuntuk vokasj litbang, perlindungan layanan

masyarakatdanlingkungan Meningkatkarinovasidanpenyempurnaan

kebijakansertaoptimalisasasetdgnpenerapan
Highest and Best UgBIBU)

MeningkatkarkinerjapelayanarBLUdengan
pemanfaatandle fundmelaluiinvestaskas BLU
danmodernisasdgnpemanfaatandT



»

REFORMASI PERPAJAKAN DALAM JANGKA MENEGAH

Memperluas basis perpajakan dan penguatan administrasi perpajakan dengan tetap menjaga iklim
dunia usaha

Mendorong
pertumbuhan
ekonomi
nasional

Meningkatkan
penerimaan
negara

Memberikan insentif yang tepat sasaran
Mengurangi beban kegiatan usaha
Tax Expenditurgangefisiendan efektif

Menambah objek pajak baru
Menambah subjek pajak baru
Meningkatkan kepatuhan sukarela WP

Menerapkan pengawasan dan penegakan
hukum yang berkeadilan

 Memperbaiki tata kelola dan administrasi

Policy
Reform

Admin
reform




> EVALUASI STIMULUS PAJAK ’

* Perludilakukanevaluasstimuluspajakuntuk melihat efektifitas
stimulusterhadappelakuusahaterdampak

* Mengingatsebagiarstimuluspajakbersifattemporerperiu

melihatsituasipadasaatakanberakhirnyaketentuanstimulus
pajakuntuk memutuskanapakahmasihdiperlukanstimulus
najaktersebut

« Pada masaemulihanekonomiperlu melakukanevaluasi
terhadapsektorsektoryangmasihmengalamperlambatandan
sektorsektoryangbisadidorongpenerimaanpajaknyauntuk
menentukankebijakanpajakyangtepat
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